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bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk
menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan
banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu
penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan
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Buku membahas tentang Capacity Building dalam
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah.
Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan di masa
yang akan datang adalah pola pengembangan kapasitas yang
berbasis teknologi informasi dan digital. Pola pelayanan
pemerintahan kepada masyarakat di era yang akan datang akan
lebih fokus pada layanan digital. Terutama dalam pola pendidikan
dan pelatihan pegawai untuk meningkatkan kapasitas dan
kompetensi pegawai dalam memberikan layanan pemerintahan
pada masyarakat

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun
sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya
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kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan
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BAB
PENDAHULUAN

Penyelenggaraan layanan Pemerintahan yang baik perlu
ditopang dengan adanya penyelenggara pemerintahan yang baik
pula. Pengembangan Kapasitas bagi penyelenggara pemerintahan
sangatlah penting dalam menopang terwujudnya
penyelenggaraan layanan pemerintahan yang baik bagi negara
demokratis.

Hampir Secara umum kapasitas dapat diartikan sebagai
kemampuan untuk menyelenggarakan atau melaksanakan
berbagai macam fungsi, memecahkan aneka persoalan yang ada,
dan merancang atau menemukan tujuan-tujuan yang ingin
dicapai. Sedangkan capacity building dapat didefiniskan sebagai
untuk mengembangkan suatu ragam strategi meningkatkan
efisiensi, efektivitas dan tanggung jawab kinerja pemerintah.

Sebagaimana pendapat dari Merilee S. Grindle (1997;6- 22)
menyebutkan bahwa capacity building adalah upaya untuk
meningkatkan kemampuan rakyat Negara sedang berkembang
untuk mengembangkan keterampilan manajemen dan kebijakan
yang esensial yang dibutuhkan untuk membangun struktur
budaya, sosial politik, ekonomi dan SDM. Jika dilihat dalam
pengertian yang lebih luas, yang sekarang digunakan dalam
pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, kapasitas tidak
hanya berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan individu,
tetapi juga dengan kemampuan organisasi untuk mencapai
misinya secara efektif dan kemampuan mempertahankan
kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang.



BAB PENGEMBANGAN
KAPASITAS (CAPACITY
BUILDING) DALAM
PERSPEKTIF ADMINISTRASI
PUBLIK

A. Pandangan Old Public Administration (OPA)

Paradigma OPA tidak bisa dipisahkan dari tiga
pemikiran, yaitu paradigma dikotomi politik-administrasi,
rational-model Herbert Simon dan teori Pilihan Publik (public
choice). Pertama, paradigma dikotomi politik- administrasi yang
mencoba menawarkan gagasan pemisahan  politik-
administrasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Henry.
Paradigma dikotomi politik-administrasi memiliki dua kunci
pokok yang menjadi tema ide mereka; (1) Politik berbeda
(distinct) dengan Administrasi. Secara naluriah, politik adalah
arena dimana kebijakan (policy) diambil sehingga administrasi
tidak berhak berada dalam arena tersebut. Pejabat-pejabat
politik (elected agencies) bertanggung jawab mengartikulasikan
kepentingan publik dan menformulasikannya menjadi sebuah
produk politik berupa kebijakan. Adminnistrasi hanya
bertugas mengimplementasikan (administered) kebijakan
tersebut. Dengan demikian, maka fungsi politik dan
administrasi  harus  dipisahkan agar tidak saling
mempengaruhi (politisi-birokrasi). Administrasi tidak boleh
dikooptasi oleh kepentingan politik sehingga birokrasi menjadi
professional dan netral dalam menjalankan kebijakan public;
(2) Pimpinan pada setiap level dalam organisasi juga harus
mampu menata struktur dan strategi organisasi yang
memungkinkan organisasi mencapai tujuannya dengan efisien.



BAB MODEL

PENGEMBANGAN
KAPASITAS PUBLIK

A. Model Pengembangan Kapasitas Organisasi Publik

Membangun Keberlanjutan dari Kapasitas organisasi
yang ada di Sektor Publik memperhatikan konteks tertentu.
Dengan demikian, dalam menempatkan konsep ke dalam
operasi untuk penelitian, tugas harus ditentukan dan dinilai
untuk kesesuaian mereka dalam bidang yang diberikan.
Demikian pula, ukuran efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan
harus ditentukan. Karena banyak faktor yang mempengaruhi
hasil kegiatan sektor publik berada di luar kendali intervensi
tertentu, indikator kapasitas perlu diidentifikasi dalam hal
serangkaian pertanyaan spesifik tugas: Apakah tugas
diidentifikasi secara efektif? Apakah tindakan yang sesuai
dilakukan untuk mencapai tugas? Apakah sumber daya
manusia yang terampil ditugaskan untuk menyelesaikan
tugas? Apakah sumber daya digunakan secara efisien untuk
menyelesaikan  tugas? Apakah  kemampuan  untuk
menyelesaikan tugas bertahan lama? Ini adalah pertanyaan-
pertanyaan sulit untuk dijawab dalam banyak kasus, tetapi
mereka jauh lebih mudah wuntuk ditangani daripada
pertanyaan- pertanyaan seperti apakah produk nasional bruto
tumbuh atau kematian bayi ditentukan dalam menanggapi
intervensi spesifik.

Tugas dapat didefinisikan dengan sangat sempit dan
melibatkan tindakan satu organisasi atau unit organisasi.
Namun, banyak tugas sektor publik yang penting untuk
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BAB

CAPACITY BUILDING
DALAM PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Pada perkembangan saat ini, seiring dengan pemanfaatan
komputer dan internet yang telah menyentuh hampir semua
sektor kehidupan tak terkecuali urusan pemerintahan, maka
istilah yan semula populer dengan sistem informasi pemerintahan
(Government Information System) kini telah bergeser menjadi
istislah e-government yang sering dimaknai dengan pemanfaatan
internet dalam urusan-urusan pemerintahan berikut pelayanan
publiknya kepada masyarakat, termasuk transparansi pembuatan
kebijakan dan regulasinya.

E-government adalah layanan Information and Communication
Technologies (ICT) yang dimiliki dan dioperasikan oleh
pemerintah, untuk meningkatkan hubungan antara warga,
swasta, dan pemerintah. Tuntutan perkembangan TIK berimbas
kepada meningkatnya layanan pemerintah kepada warganya.

E-government memiliki empat (4) hubungan dasar, yakni:
Government to Citizen (G2C) Pemerintah dengan Warga,
Government to Business (G2B) Pemerintah dengan Swasta,
Government to Government (G2G) Pemerintah dengan Pemerintah,
Government  to  Employee  (G2E)  Pemerintah  dengan
Pegawainya/ASN (Alshehri and Drew, 2010).

E-Government di Indoensia didasari oleh inpres No. 3 Tahun
2003 tentang kebijakan dan Strategi Nasional tentang
pengembangan  e-government. E-Government didasari oleh
kebutuhan masyarakat yang menginginkan pemerintah yang
akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. Melalui pemanfaatan E-
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BAB
PENUTUP

Pelaksanaan Training pada Pemerintahan Kecamatan di
Kabupaten Sinjai masih kurang dilaksanakan disebabkan
keterbatasan anggaran sehingga pelaksanaan kurang berjalan
dengan baik, ini berdampak pada kurangnya pegawai yang
terampil dan profesional dalam memberikan layanan pada
masyarakat. Pelaksanaan Training Pengembangan Sumber Daya
Manusia masih bersifat Rutinitas dan baru sebatas melaksanakan
pelatihan dan perlu untuk ditingkatkan terutama pada aspek
pelatihan dan peningkatan kapasitas kerja Pegawai.

Bahwa Pengupahan Pegawai pada Pemerintah Kecamatan
di Kabupaten Sinjai masih kurang kreatif dan inovatif selalu
berlindung pada regulasi dan kaku dalam memahami regulasi
yang ada. Sehingga motivasi kerja dan kinerja pegawai menjadi
kurang maksimal.

Bahwa Kondisi Kerja pegawai yang terjadi pada masih
sederhana dan kurang berkembang serta berjalan hirarkis.
Pemerintah Kabupaten belum menetapkan regulasi secara khusus
yang memberikan ruang bagi aparatur pemerintahan untuk bisa
berkreasi dan berinovasi dalam menjalankan pelayanan
pemerintahan.

Bahwa pelaksanaan rekruitmen aparatur yang ada pada
pemerintah kecamatan di Kabupaten mengacu pada ketetapan
yang dikeluarkan oleh BKPSDMA dan bukan pada atas inisiatif
dari pemerintah kecamatan.
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